
ABSTRACT 

 
 
 The growth of urban areas very rapidly raises significant issues that take 
effect in the development of rural areas. The strategic issues of rural 
development in Indonesia and Malaysia are poverty, unemployment, and 
economic vulnerability of rural communities; limited availability of public services 
and the minimum basic service, low empowerment of rural communities, not 
optimal village governance and institutional role of the village in the planning and 
development of the village, not optimal spatial arrangement of rural areas, natural 
resource management and environmental environment, the limited availability of 
infrastructure in the open isolation of rural areas and encourage linkages Rural-
Urban. 

This study is intended to determine how the rural development planning 
process in Indonesia dan Malaysia. This study used qualitative research methods 
with a qualitative descriptive design format to describe the condition of the 
various phenomena that exist in the community that the object of research, and 
pull it to the surface of reality as a feature, character, nature, model or description 
of the condition or phenomenon particular. Data was collected through structured 
and in-depth interviews, and studies in the literature that focused on the 
exploration of related literature. Data analysis is done by using the method of 
triangulation and interpretative. Triangulation method rests on the validity of the 
findings and the level of confidence. Data analysis is inductive, meaning is the 
result of research rather than generalizations. 

Stages of Rural Development Planning in Indonesia and Malaysia are 
basically not much different, the two countries each have the characteristics and 
traits of its own in the formulation of rural development planning in the country. 
Based on the Minister Regulation Number 114 of 2014 on Guidelines for Rural 
Development, Indonesia defines the planning of rural development in the form of 
Mid Term Development Plan Rural (Rural Development Plan). Malaysia defines 
the rural development plan according to Act 172 About Design City and Village 
act 1976 in the form Slowly Rural (PTD). The results of this research can be used 
as a model for the analysis of policy makers both at the central and regional 
governments. 
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ABSTRAK 

 
 

Pertumbuhan wilayah perkotaan yang sangat pesat menimbulkan isu 
signifikan yang ikut berpengaruh dalam pengembangan kawasan perdesaan. Isu-
isu strategis pembangunan desa di Indonesia dan Malaysia adalah kemiskinan, 
pengangguran, dan kerentanan ekonomi masyarakat desa; keterbatasan 
ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum, masih rendahnya 
keberdayaan masyarakat perdesaan, belum optimalnya tata kelola desa dan 
peran kelembagaan desa dalam perencanaan dan pembangunan desa, belum 
optimalnya penataan ruang kawasan perdesaan, pengelolaan sumberdaya alam 
dan lingkungan lingkungan hidup, keterbatasan ketersediaan infrastruktur dalam 
membuka keterisolasian daerah perdesaan dan mendorong keterkaitan Desa-
Kota. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan 
pembangunan perdesaan di Indonesia dan Malaysia. Metode penelitian yang 
digunakan yaitu kualitatif dengan format desain deskriptif kualitatif untuk 
menggambarkan kondisi berbagai fenomena yang ada di masyarakat yang 
menjadi objek penelitian, dan menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu 
ciri, karakter, sifat, model atau gambaran tentang kondisi atau fenomena tertentu. 
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur maupun mendalam 
(in-depth interview), dan studi literatur yang di fokuskan pada eksplorasi berbagai 
literatur terkait. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi 
dan interpretatif. Metode triangulasi berpijak pada validitas temuan-temuan dan 
tingkat kepercayaan. Analisa data bersifat induktif, hasil dari penelitian bersifat 
makna daripada generalisasi. 
 Tahapan Perencanaan Pembangunan Perdesaan di Indonesia dan 
Malaysia pada dasarnya tidak jauh berbeda, kedua negara masing-masing 
memiliki karakteristik dan ciri-ciri tersendiri dalam perumusan perencanaan 
pembangunan perdesaan di negaranya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, 
Indonesia mendefinisikan perencanaan pembangunan perdesaan berupa 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Malaysia 
mendefinisikan perencanaan pembangunan perdesaan menurut Akta 172 
Tentang Perancangan Bandar dan Desa 1976 berupa Pelan Tindakan Desa 
(PTD). Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai model analisis 
bagi para pengambil kebijakan baik pada pemerintah pusat maupun 
pemerintahan daerah. 
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